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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

  Ukuran dan tujuan kebijakan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh 

Tim Gugus Covid 19 untuk mendukung proses implementasi kebijakan 

penanganan dan pencegahan pandemi wabah virus corona berupa sosial 

distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berupa sumber 

daya manusia, finansial dan fasilitas terdapat beberapa dukungan yaitu 

Dukungan aparatur dalam pelaksanaan dan pencegahan pandemi wabah 

virus corona (covid-19) berupa social distancing dan pembatasan social 

berskala besar (PSBB), Dukungan anggaran dalam pelaksanaan dan 

pencegahan pandemi wabah virus corona (covid-19) berupa social 

distancing dan pembatasan social berskala besar (PSBB) dan Dukungan 

fasilitas dalam pelaksanaan dan pencegahan pandemi wabah virus corona 

(covid-19) berupa social distancing dan pembatasan social berskala besar 

(PSBB). 

 Dalam dukungan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

aparatur tentu membutuhkan berbagai persiapan dan kemampuan. Kondisi 

seperti ini ada dihadapan kita dan memerlukan adaptasi dan kreativitas 

dalam pelaksanaannya. Paradigma dalam tata kelola di era unpredictable 

serta kompleksitas permasalahan yang ada membuat organisasi untuk perlu 

melakukan penyesuaian melalui sebuah proses perubahan. Tulisan ini 

bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah kabupaten dalam 
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menghadapi pandemic dan menjaga kinerja aparaturnya agar senantiasa 

produktif dan kreatif dalam melakukan pelayanan publik. 

 Pemerintah kabupaten TTU mengalokasikan anggaran senilai Rp 

45 miliar untuk penanganan Covid-19.Dari jumlah tersebut, sejak awal 

tahun 2020 hingga saat ini sudah terpakai sebanyak Rp 11 miliar lebih. 

Dari dana ini, RSUD Kefamenanu mendapatkan alokasi sebesar Rp 

3.096.022.246. Jumlah yang telah terpakai senilai Rp 2.960.897.938, dan 

anggaran tersisa pada kas RSUD Kefamenanu sebesar Rp 135.194.308. 

Selanjutnya Dinas Kesehatan TTU sudah menghabiskan sebanyak Rp 

1.108.543.000, Dinas Sosial TTU menghabiskan anggaran sebanyak Rp 

136.433.000, dan pemerintah daerah itu sangat penting bagi kesehatan, 

fasilitas bagi setiap tenaga medis kesehatan disetiap daerah di kabupaten 

Timor Tengah Utara berupa alat perlindungan diri (APD) sangat penting 

agar tidak mudah terjangkit wabah virus corona yang melanda, serta 

dukungan fasilitas bagi masyarakat juga tak kala pentingnya, dengan 

dukungan fasilitas seperti tempat cuci tangan, handsanitizer, dan masker 

sangat penting untuk mencegah virus corona. 

  Sikap atau kecenderungan (Dispocition) para pelaksana yaitu 

komitmen dan kesungguhan serta insentif yang berkaitan dengan 

ketersediaan dan kecukupan insentif yang dimiliki tim gugus covid-19 

dalam mendukung pelaksanaan penanganan dan pencegahan pandemi 

wabah virus corona berupa sosial distancing dan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) memiliki Komitmen kesungguhan Tim Gugus 
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covid-19 dalam pelaksanaan dan penanganan pandemic wabah virus 

corona (covid-19) berupa social distancing dan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB). Dan Ketersediaan dan kecukupan insentif Tim 

Gugus covid-19  dalam pelaksanaan dan penanganan pandemic wabah 

virus corona (covid-19) berupa social distancing dan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB), dan dapat disimpulkan bahwa komitmen 

kesungguhan Tim Gugus covid-19 dalam pelaksanaan dan penanganan 

pandemic wabah virus corona (covid-19) berupa social distancing dan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diharapkan dapat efektif dalam 

menjalankan tugas-tugas dan pedoman  ini diharapkan dapat mendukung 

upaya penanganan COVID-19 serta mampu meningkatkan motivasi bagi 

tenaga kesehatan dalam memberikan layanan terbaik. Implementasi 

pedoman ini memerlukan peran serta kerjasama dan komitmen dari semua 

pihak terkait dari pemerintah daerah diseluruh tingkatan administrasi, 

swasta dan seluruh elemen masyarakat sehingga insentif dan santunan 

kematian bagi tenaga kesehatan didalam penanganan COVID-19 ini dapat 

disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

 

  Komunikasi Antar Organisasi dan lingkungan sosial yaitu 
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penyampain pesan/informasi mengenai kebijakan penanganan dan 

pencegahan pandemi wabah virus corona (covid-19) berupa social 

distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh tim gugus 

covid-19 melalui penyampaian yang tepat melalui 

sosialisasi/penyebaran informasi dan kejelasan pesan yang di sampaikan 

melalui media penyebaran (media cetak, elektronik dan media sosial). 

dengan Adanya sosialisasi/penyebaran informasi terkait social 

distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh tim gugus 

covid-19 dan Adanya kejelasan pesan yang disampaikan melalui media 

penyebaran (media cetak, elektronik dan media sosial) terkait social 

distancing dan pembatsan sosial berskala besar (PSBB) oleh tim gugus 

covid-19, dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sosialisasi 

kepada masyarakat dapat memberikan pengetahuan yang sangat 

bermanfaat dari wabah virus corona atau Covid-19 dengan mematuhi 

protokol kesehatan dan media sosial menjadi salah satu media yang 

banyak menyebarkan informasi mengenai covid-19. Terpaan demi 

terpaan yang terus menerus akan membentuk suatu perubahan perilaku 

dari pengguna sebagai upaya untuk mendapatkan hasil penilaian yang 

baik dibutuhkan suatu proses dan prosedur penelitian yang efektif. 

Pemanfaatan aplikasi yang paling besar diera internet sekarang adalah 

pemanfaatan media sosial . 

 

6.2 Saran 
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Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang di berikan penulis 

Pelaksanaan PSBB perlu mengacu pada pedoman dari tahap penetapan, 

pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pengawasan, dan pembinaan. 

Penyusunan alat pemantauan dan evaluasi penerapan PSBB juga perlu 

dilakukan secara lintas sektor untuk menentukan keberhasilan PSBB, serta 

mengambil keputusan mengenai pelonggaran, perpanjangan, atau 

penghentian PSBB. Penerapan strategi komunikasi perubahan perilaku 

dimulai dengan membangun kapasitas pemerintah dan organisasi 

masyarakat terkait komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat. Setelah itu, 

ketersediaan materi komunikasi yang ada dapat disesuaikan dengan konteks 

dan kreativitas lokal, serta dirancang dengan desain universal untuk dapat 

diakses dan memenuhi kebutuhan orang dengan disabilitas dan kelompok 

rentan lainnya, seperti orang lanjut usia dan anak-anak. Selain itu, 

keberadaan sistem pemantauan dan pengawasan kepatuhan terhadap 

protokol kesehatan juga perlu dilakukan dengan pendekatan lintas sektoral 

dan memanfaatkan teknologi yang inovatif sehingga dapat memberikan data 

realtime. Penyusunan panduan dari strategi komunikasi publik untuk 

vaksinasi COVID-19 bagi pemerintah pusat, daerah, dan lembaga-lembaga 

yang bergerak diakar rumput untuk menyampaikan informasi mengenai 

keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin. Panduan juga perlu mencakup 

pesan mengenai transparansi mekanisme vaksin dan penentuan prioritas 

vaksin. 
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